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MK Kembali Sidangkan Ketentuan Pemilu di Aceh pada UU Pemilu 
 

Jakarta, 4 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan 
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perkara yang teregistrasi 
dengan nomor perkara 75/PUU-XV/2017itu akan dilaksanakan pada Rabu (4/10) pukul 11.00 WIB. 

Perkara75/PUU-XV/2017diajukan oleh Hendra Fauzi sebagai Pemohon I, Robby Syahputra sebagai 
Pemohon II, dan Ferry Munandar sebagai Pemohon III. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 557 ayat (1) 
huruf a danhuruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu karena menurut Pemohon 
ketentuan tersebut merugikan partai politik lokal. 

Pemohon menjelaskan kekhususan/keistimewaan Aceh di dalam UU 11/2006 pada pokoknyadi bidang 
penyelenggaraan pemilihan ternyata telah dikurangi dan direduksi oleh Pasal 571 huruf d UU 7/2017 yaitu 
dengan menghapuskan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU 11/2006. 
Bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa UU 7/2017 tidak akan mengatur apa yang sudah diatur di dalam 
UU 11/2006. Dalam hal ini, mengenai aturan ”partai politik lokal” di dalam UU 11/2006, tidak akan diatur 
lagi dalam UU 7/2017. Pemohon mendalilkan, partai politik lokal merupakan satu dari banyak wujud dari 
kekhususan/keistimewaan Aceh yang diatur dalam UU 11/2006. Sementara itu, “Penyelenggara Pemilihan” 
juga sejatinya bagian dari yang bersifat khusus di dalam UU 11/2006, sehingga sepatutnya tidak perlu lagi 
UU 7/2017 mengatur apa yang sudah diatur dalam UU 11/2006. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yg diujikan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Tiara) 
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